BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1899, 2015 Keuangan. Kepabeanan. Mitra Utama.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.04/2015
TENTANG
MITRA UTAMA KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi biaya logistik yang
diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan
pertumbuhan ekonomi nasional, perlu memberikan
pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang
mendukung kelancaran pengeluaran arus barang dari
Kawasan Pabean,;

b. bahwa guna mengapresiasi importir dan/atau eksportir
yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik, perlu diberi
pelayanan khusus di bidang kepabeanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Mitra Utama Kepabeanan;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MITRA UTAMA
KEPABEANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006.

2. Pembayaran Secara Berkala yang selanjutnya disebut
Pembayaran Berkala adalah penundaan kewajiban
pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor tanpa dikenai bunga.

3. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA
Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang
diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.

5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
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Client Coordinator Khusus MITA Kepabeanan adalah
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pabean wuntuk melakukan fungsi koordinasi dan
bimbingan terhadap MITA Kepabeanan.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

BAB 11
MITA KEPABEANAN

Pasal 2

Importir dan/atau eksportir yang telah ditetapkan

sebagai MITA Kepabeanan mendapatkan pelayanan

khusus di bidang kepabeanan berupa:

a. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik
yang relatif sedikit;

b. pembongkaran barang impor langsung dari sarana
pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke
sarana pengangkut darat tanpa  dilakukan
penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan
(truck loosing);

c. pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas
tanpa dilakukan stripping (part off container) dengan
tidak mengajukan permohonan;

d. penggunaan jaminan perusahaan (Corporate
Guarantee) dapat diberikan untuk seluruh kegiatan
kepabeanan yang wajib menggunakan jaminan
sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan;

e. dalam hal MITA Kepabeanan merupakan importir
produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban
kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk
Pembayaran Berkala;

f. dalam hal kegiatan kepabeanan berupa proses impor,

diberikan pengecualian untuk menyampaikan:
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(2)

1. hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas;
2. dokumen pelengkap pabean dan bukti
pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam
rangka impor, penerimaan negara bukan pajak,
dan dokumen pemesanan pita cukai; dan
3. perizinan dari instansi teknis pada Kantor
Pabean yang sudah menggunakan PDE
Kepabeanan, kecuali ditetapkan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengeluaran barang
impor untuk dipakai; dan/atau
g. pelayanan khusus oleh Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani layanan informasi atau Client Coordinator
Khusus MITA Kepabeanan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan khusus di
bidang kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.

Pasal 3

Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan,

importir dan/atau eksportir harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6
(enam) bulan terakhir;

b. tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan,
cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah
jatuh tempo;

c. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di
bidang kepabeanan dan/atau cukai;

d. mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 (enam)
bulan terakhir;

e. mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang
jelas dan spesifik;

f. mendapatkan penetapan sebagai wajib pajak patuh

dari Direktorat Jenderal Pajak; dan
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g. menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai
MITA Kepabeanan.

Pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA
Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g dilakukan dengan membuat surat pernyataan
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal importir dan/atau eksportir telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal menetapkan MITA Kepabeanan dengan
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai
penetapan sebagai MITA Kepabeanan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagai MITA

Kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 4

MITA Kepabeanan dapat memberi rekomendasi terhadap
perusahaan mitra dagang MITA Kepabeanan untuk
memperoleh pelayanan khusus di bidang kepabeanan
yang berhubungan dengan percepatan pengeluaran
barang (locomotive facility).

Pelayanan khusus di bidang kepabeanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap impor
dan/atau ekspor yang dilakukan oleh perusahaan mitra
dagang MITA Kepabeanan untuk keperluan MITA
Kepabeanan.

Perusahaan mitra dagang MITA Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan
prioritas untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan

(member get member).
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